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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum 

adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang 

tegas bagi siapa yang melanggarnya
1
.  

Pada hakekatnya tujuan diciptakannya hukum agar tercipta kerukunan dan 

perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam 

masyarakat masih bermunculan berbagai tindak pidana. Perbuatan pidana adalah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan 

ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula 

dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang 

dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada 

perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh 

kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika 

yang menimbulkan bukan orang. Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak 

pidana yang bertentangan dan melanggar nilai kesopanan dan kesusilaan 

seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian 

tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau 

menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut 

seorang perempuan. Adapun hukum yang pada khususnya mengatur dan 
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menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana 

yang dilarang, mengatur keadaan-keadaan yang memungkinkan adanya 

pemidanaan kepada orang yang telah melanggar larangan, bentuk pidana, 

ancaman pidana serta cara pengenaan pidana ialah hukum pidana.  

Moeljatno menjelaskan Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum 

pidana adalah pencabulan
2
.  

KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana 

kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu 

sendiri dan terkesan mencampur adukkan pengertiannya dengan perkosaan atau 

persetubuhan
3
. 

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan 

dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan 

adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, 

sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak 

martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus 

tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban 

dalam kejahatan ini sering kali adalah anak-anak
4
. 

Pencabulan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang 

didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat 

                                                     
2 Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta, hlm 54. 
3 KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah kitab undang-undang hukum 

yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian hukum politik yang 

berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana 

formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, 

pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil adalah hukum yang 

mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materil. 
4 Darwin rinst. 1997. Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia
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membangkitkan hawa nafsu, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. 

Tindak pidana pencabulan terus berkembang hingga sekarang. Pencabulan 

terhadap orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, 

merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat, contoh 

pencabulan yaitu adanya interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak 

tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang 

berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontak 

fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, 

menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat 

genital orang dewasa kepada anak. (Kitab undang-undang hukum pidana)
5
 

Hukum yang pada khususnya mengatur dan menentukan perbuatan-

perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang, 

mengatur keadaan-keadaan yang memungkinkan adanya pemidanaan kepada 

orang yang telah melanggar larangan, bentuk pidana, ancaman pidana serta cara 

pengenaan pidana ialah hukum pidana. Banyak tindak pidana pencabulan yang 

telah diperoses kepengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi 

hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara 

umum diketahui bahwa kurangnya pemahaman anak-anak mengenai perbuatan 

cabul menjadi salah satu faktor penyebab maraknya tindak pidana pencabulan 

terhadap anak, sering kali mereka dimanfaatkan oleh orang dewasa. Kekerasan 

terhadap anak-anak yang terjadi akhir-akhir ini banyak terdapat dalam lingkungan 

keluarga anak dan diluar lingkungan keluarga anak itu sendiri dan motifnya pun 

                                                     
5 R. Soesilo, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). 
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semakin beragam.
6
  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti 

tentang perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur untuk menambah 

wawasan kepada masyarakat agar dikemudian hari tindak asusila terhadap anak 

bisa diminimalisasi, untuk itu penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini 

adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Dibawah Umur Yang 

Menjadi Korban Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Pria Dewasa”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka dari itu masalah dalam penelitian ini dirumuskan kedalam beberapa 

pertanyaan penelitian yaitu: 

1.  Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana 

pencabulan? 

2. Bagaimana pembuktian dan penerapan hukum terhadap tindak pidana 

pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa? 

3.  Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pencabulan terhadap anak di bawah umur? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang diteliti, maka tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1.  Untuk mengetahui, mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi anak 

sebagai korban tindak pidana pencabulan. 

2.  Untuk mengetahui, mengenai pembuktian dan penerapan hokum terhadap 

tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak. 

3.  Untuk mengetahui, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pencabulan terhadap anak dibawah umur. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat menambah informasi dan juga 

manfaat bagi para pembaca dan masyarakat, dan juga bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan.  

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan 

dan pemikiran yang bermanfaat di bidang disiplin ilmu, ilmu hukum, hukum 

pidana, hukum acara pidana, serta hukum pidana khusus. Selain itu dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan bidang hukum yang berkaitan dengan proses 

penyidikan tindak pidana pencabulan, terutama dalam hal kendala-kendala proses 

penyidikan tindak pidana perbuatan cabul dalam lingkup keluarga serta upaya 

penyidik mengatasi kendala kendala yang di hadapi saat melaksanakan penyidikan 

tindak pidana perbuatan cabul. 

2. Manfaat Praktis 

1. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 
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informasi dan pengetahuan mengenai tindak pidana perbuatan cabul 

serta menjadi pedoman bagi masyarakat bahwa pencabulan dapat 

dikenakan pidana penjara dengan ancaman hukuman paling lama 15 

(lima belas) tahun penjara. 

2. Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk 

menyelesaikan program studi Strata Satu (S-1) bidang keilmuan Ilmu 

Hukum. Sekaligus menambah pengetahuan mengenai upaya penyidik 

dalam mengungkap tindak pidana pencabulan terhadap anak. 

3. Bagi pelaku, penelitian ini bermanfaat agar pelaku sadar bahwa 

perbuatannya tersebut dapat dikenakan hukuman penjara dan dapat 

merusak masa depan korban. 

 


